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Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan(DLHK). 
Dan Badan perencanaan pembangunan Daerah. Tujuan dari Penelitian ini yaitu 
untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor  08 
Tahun 2014 Tentang Pengolahan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan 
Kebersihan(DLHK) . Jenis penelitian ini Deskriptif dengan metode Kualitatif. 
Teknik pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara, dan 
Dokumentasi. Teknik penentuan yang peneliti gunakan adalah teknik purposive 
Sampling, Sedangkan indikator penelitian menggunakan Peraturan Daerah  08 
Tahun 2014 Tentang penglahan Sampah dengan 3 Strategi yaitu Strategi 
pengurangan Sampah, Penangan Sampah,  dan Sumber Biaya. Berdasarkan 
penelitian ini maka dapat disimpulkan Implementasi Peraturan Daerah Kota 
Pekanbaru Nomor  08 Tahun 2014 Tentang Pengolahan Sampah  kurang berjalan 
dengan baik hal ini dikarenakan masih menemukan kendala yaitu masih belum 
jelas keterlibatan pihak swasta dalam pengolahan sampah, kurangnya sarana 
prasarana dalam pengangkutan sampah,  Kurangnya kesadaran dari masyarakat 
Kota Pekanbaru dalam melakukaan pembuangan sampah. 
Kata kunci : Implementasi kebijakan,  Pengurangan Sampah, Penanganan 
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1.1 Latar Belakang .  
Pada saat ini banyak perkotaan yang berlomba dalam rangka melaksanakan 
pembangunan, namun pembangunan tersebut dilakukan tanpa memikirkan 
keseimbangan lingkungan lahan yang ditempati. Hal ini menyebabkan tingkat 
ketidakseimbangan lingkungan menjadi minim dan menyebabkan kelestarian 
lingkungan menjadi tidak terjaga. Dampak dari pembangunan ini mengakibatkan 
terjadi kerusakan lingkungan secara permanen seperti banjir, longsor dan 
penumpukan sampah yang terjadi selama sepuluh tahun terakhir ini. (Kiky, 
Suryadi, & Imam Hanafi , 2015) 
Lingkungan mempunyai andil yang paling besar terhadap status kesehatan 
yang disusul oleh perilaku (Kasnodihardjo & Elsi, 2013). Kesehatan lingkungan 
adalah kondisi atau keadaan lingkungan optimum yang berpengaruh positif 
terhadap perwujudan status kesehatan optimum. Lingkup kesehatan lingkungan, 
pembuangan sampah, Lingkungan sangat berpengaruh terhadap kesehatan 
manusia karena berbagai faktor penyebab penyakit dipengaruhi oleh lingkungan.   
Sampah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah) adalah sisa kegiatan 
seharihari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pasal 2 UU 
Pengelolaan Sampah juga mengklasifikasikan sampah yaitu sampah rumah 
tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik. Sedangkan 
berdasarkan sifatnya sampah dapat dibedakan menjadi sampah organic dan 







menjadi problematika yang cukup serius terutama di daerah perkotaan. Tingginya 
pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi di daerah perkotaan yang 
mengakibatkan semakin banyak timbulan sampah yang dihasilkan. Selain 
tingginya angka pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi faktor lain 
yang menyebabkan bertambahnya timbulan sampah adalah perubahan pola hidup 
masyarakat. Adanya perubahan pola hidup masyarakat yang sudah menuju era 
modern pada saat ini membuat masyarakat melakukan banyak aktivitas yang 
memicu terciptanya berbagai jenis sampah. Sampah yang dapat dihasilkan dari 
perubahan pola konsumsi masyarakat modern saat ini antara lain seperti sampah 
kemasan yang berbahaya dan/ atau sulit diurai oleh proses alam. Aktivitas-
aktivitas masyarakat yang memicu adanya sampah seperti masyarakat 
mengkonsumsi makanan cepat saji dan/atau membungkus makanan dari restoran-
restoran menghasilkan sampah yang berasal dari bungkusan makanan yang dibeli, 
masyarakat berbelanja juga dapat menghasilkan sampah yang berasal dari kantung 
belanja, masyarakat melakukan jual beli di Pasar juga menghasilkan sampah yang 
berasal dari plastik belanja di pasar atau sisa-sisa potongan sayur,ikan,dan daging 
yang dibersihkan,dan banyak hal lain dari aktivitas masyarakat yang memicu 
timbulnya berbagai macam sampah. Jenis sampah yang dihasilkan dari banyaknya 
aktivitas-aktivitas masyarakat tersebut seperti digunakan mengikuti era modern 
saat ini antara lain seperti sampah kemasan yang berbahaya dan/ atau sulit diurai 
oleh proses alam. 
Sampah merupakan problem pada daerah perkotaan yang memerlukan 
penanganan dan pengelolaan sampah yang professional. Pengelolaan sampah yang 







kota semakin baik. Pertambahan jumlah penduduk di perkotaan yang pesat 
berdampak terhadap peningkatan jumlah sampah yang di hasilkan 
pembangunannya, bukan hanya pembangunannya saja melainkan jumlah 
penduduk, investasi, industri, dan perdagangan yang tidak luput dari masalah 
sampah karena setiap tahun penduduknya semakin padat.  
.Melihat permasalahan sampah yang ada di Kota Pekanbaru merupakan 
salah satu kota yang cukup pesat Dalam pelaksanaannya masih sering ditemukan 
kendala. Pengelolaan sampah di kota Pekanbaru dapat dilihat dari berbagai 
perspektif, yaitu aspek teknis dan tingkat pelayanan, kelembagaan, pendanaan, 
peraturan dan partisipasi masyarakat. untuk itu penulis mengangkat masalah 
persampahan karena masalah sampah dikota pekanbaru  dari hari ke hari 
semangkit meningkat. 
Data dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru 
Sampah mencapai 1.098,95 Ton perhari. Sampah yang masuk ke TPA muara 
Fajar di perkirakan 714, 32 ton/ perhari. Dari jumlah tersebut 35% nya reduksi 
langsung oleh masyarakat melalui pengurangan sampah. Permasalahan yang ada 
pada saat ini adalah area pelayanan persampahan yang tidak dapat menjangkau 
sudut –sudut kota di sebabkan karena keterbatasan sarana TPS, keterbatasan 
personil, keterbatasan sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah, proses 
pengangkutan sampah yang tidak stabil menyebabkan penumpukan sampah baik 
di lokasi sumber sampah maupun di TPS. Permasalahan dalam  pengelolaan 
Persampahan, Sampah organik dan non-organik masih dibuang dalam satu 
tempat. Pelaksanaan program pemilahan sampah  masih belum memberikan hasil 







terangkut. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhdap iuran dan waktu 
(timing) pembuangan sampah serta permasalahan yang di hadapi belum adanya 
pihak pemenangg lelang proyek persampahan sehingga anggaran untuk masalah 
sampah masih belum bisa teratasi.   
Tabel 1.1 
 Perkiraan Timbulan Sampah di Kota Pekanbaru 
Kecamatan Permukiman(1/Org/Hr) Permukiman (Kg/Org/Hr) 
Sederhana Menengah Mewah Sederhana Menengah Mewah 
Tampan 1.32 1.78 1.36 0.58 0.51 0.58 
Paying sekaki 1,12 1.23 1.77 0.58 0,44 0.51 
Bukit raya 2.38 1.51 1.21 0.55 0,28 0.51 
damai 
Marpoyan  
0.98 1.57 1.45 0.46 0.23 0.32 
Tenayan raya 1.36 1.01 1.24 0.58 0.48 0.51 
Lima puluh 1.28 2.72 1.27 0.26 0.35 0.2 
Sail 0.93 0.92 0.92 0.18 0.58 0.16 
Pekanbaru 
kota 
1.28 1.34 1.11 0.27 0.23 0,27 
Sukajadi 1.60 1.91 1.67 0.27 0.25 0,25 
Senampelan 1.18 .72 1.37 0.27 0.28 0.33 
Rumbai 1.52 1.50 2.09 0.34 0.21 0.21 
Rumbai 
pesisir 
1.18 1.32 2.91 0.26 0.46 0.23 
Sumber DLHK 2021 
Berdasarkan Peta Area beresiko bahwa Resiko Sangat Tinggi digambarkan 
pada peta merah dan resiko tinggi berwarna kuning. Terdapat 4 area sangat  
beresiko di 2 kelurahan yaitu Tuah Karya, dan Sialang Munggu dan dan 4 area 
resiko tinggi di 5 kelurahan Tanah Datar, Suma Hilang ,Tanjung Ritu, Rintis, 
Pesisir, Sago, Padang Terubuk, Kampong Dalam, Kampong Baru, Kampong 







Lembah, Lembah Damai, Delima, Sialang Munggu, Tangkerang Tengah, 
Sidumulya Barat, Tabek Gadang, Wonoreje, Tangkerang Tengah, Tangkerang 
Barat, Sidomulya Timur, Sail, Kulim, Labuh Barat Timur 
 
Gambar 1.1  









Permasalahan Persampahan yang terjadi di  kota pekanbaru akan  
mengakibatkan  dampak menurunkan kesehatan dan kesejahteraan manusia, dan 
akan menimbulkan berbagai macam penyakit bagi masyarakat sekitar. Penyakit 
tersebut diantaranya adalah timbulnya berbagai macam penyakit menular maupun 
penyakit kulit serta gangguan pernafasan, maupun kematian.  
Dengan demikian berdasarkan latar belakang masalah diatas maka 
dibutuhkan  Strategi dalam mengatasi masalah sanitasi persampahan di Kota 
Pekanbaru.  Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 
dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor  08 
Tahun 2014 Tentang Pengolahan Sampah Sampah oleh Dinas Lingkungan 








1.2 Perumusan Masalah  
1. Bagaimana  Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor  08 
Tahun 2014 Tentang Pengolahan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup 
Dan Kebersihan (DLHK) 
2. sajakah faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota 
Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup 
Dan Kebersihan (DLHK) 
1.3  Tujuan penelitian  
1. Untuk mengetahui Bagaimana  Implementasi Peraturan Daerah Kota 
Pekanbaru Nomor  08 Tahun 2014 Tentang Pengolahan Sampah Sampah 
oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) 
2. Untuk mengetahui  Apa sajakah faktor-faktor penghambat implementasi 
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Sampah oleh 
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) 
1.4   Manfaat penelitian  
Adapun kegunaan dari pada penelitian ini adalah :  
a. Secara teoritis  
1. ini diharapkan meberikan sumbangsi pemikiran terhadap pemikiran 
terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya masalah 
persampahan di kota pekanbaru. 
b. Secara praktis  
1. Untuk menambah wawasan keilmuan  peneliti  tentang persampahan 







2. informasi bagi masyarakat tentang implementasi perda 08 tahun 2014 
tentang pengolahan sampah di kota Pekanbaru. 
1.5  Sistematika Penulisan 
BAB I :PENDAHULUAN  
Pada Bab I ini berisikan tentang, latar belakang masalah 
perumusan  masalah,  tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 
dan sistematika   penulisan.  
BAB II    :LANDASAN TEORI  
Pada Bab II memuat landasan teori berupa, konsep operasional 
yang melandasi penelitian sehingga dapat mendukung penelitian 
penulis  lakukan. 
BAB III  :METODE PENELITIAN  
Pada Bab III memuat metode penelitian berupa meliputi waktu 
dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode 
pengumpulan data, serta analisis data.  
BAB IV  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  
 Bab ini menguraikan tentang Sejarah Objek Penelitian, Aktivitas 
Objek Penelitian dan Struktur Objek Penelitian 
BAB V :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   
Bab ini menguraikan hasil penelitian yang dilakukan dan 
pembahasan terhadap hasil penelitian 
 BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN  
Bab ini menguraikan tentang simpulan dari penelitian,  






2.1   Pengertian Kebijakan Publik 
Kebijakan adalah salah satu konsep dalam ilmu politik. Kebijakan (policy) 
adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau 
kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan 
itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai 
kekuasaan untuk melaksanakan (William N, 2003).  
Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian program, aktivitas, aksi, 
keputusan, sikap, untuk  bertindak maupun tidak bertindak  yang dilakukan  oleh 
para pihak  (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk  penyelesaian masalah  yang 
dihadapi. Penetapan kebijakan  merupakan suatu faktor penting bagi organisasi 
untuk mencapai tujuannya. (Ramdhan & Ramdhani, 2017)  
Lebih lanjut kebijakan memiliki dua aspek , yakni: 
a. Kebijakan merupakan  praktika sosial, kebijakan  bukan event yang 
tunggal atau terisolir. Dengan  demikian,  kebijakan  merupakan  sesuatu  
yang  dihasilkan  pemerintah  yang dirumuskan berdasarkan dari segala 
kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam 
praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa 
yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat. 
b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk 
menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun 
menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang 




Mengenai kebijakan publik, lebih lanjut (Wahab & Solichin, 2012)  
menyatakan bahwa: 
a. kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada 
pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/ tindakan yang dilakukan 
secara acak dan kebetulan; 
b. kebijakan publik  pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang 
saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada 
pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan 
merupakan keputusan yang berdiri sendiri; 
Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan publik dapat didefinsikan sebagai 
serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh 
pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-
bidang  tertentu yang  mengarah pada tujuan  tertentu.  Irfan Islamy sebagaimana 
dikutip Suandi  (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. 
Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdomyang 
artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan 
pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang 
ada didalamnya.James E Anderson mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ a 
purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a 
problem or matter of concern”(Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan 
tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok 






2.1.1 Urgensi Kebijakan Publik 
Urgensi Kebijakan Publik Untuk melakukan studi kebijakan publik 
merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan 
menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan 
pemerintah. Studi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye, sebagaimana dikutip 
Sholichin Abdul Wahab ( Suharno: 2010: 14) sebagai berikut: “Studi kebijakan 
publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai 
dampak dari kekuatankekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi 
kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan 
proses-proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai 
akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa 
dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan 
(direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.”  
Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010: 16- 19) 
dengan mengikuti pendapat dari Anderson (1978) dan Dye (1978) menyebutkan 
beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari, 
yaitu:  
a. Alasan Ilmiah  
Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh 
pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses 
perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. 
Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat 
(dependent variable) maupun sebagai variabel independen 




maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor. politik dan lingkungan 
yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga 
mempengaruhi isi kebijakan piblik. Kebijakan dipandang sebagai 
variabel independen jika fokus perhatian tertuju pada dampak 
kebijakan tertuju pada sistem politik dan lingkungan yang 
berpengaruh terhadapo kebijakan publik. 
b.  Alasan professional  
Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan 
pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan 
masalah-masalah sosial sehari-hari.  
c.  Alasan Politik  
Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar 
pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai 
tujuan yang tepat pula. 
 
2.1.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik  
proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks 
karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena 
itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik 
membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. 
Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji 
kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap 
ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William 





a. Tahap penyusunan agenda  
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada 
agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu 
untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa 
masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kabijakan. Pada tahap 
ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara 
masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula 
masalah karena alas an-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.  
b. Tahap formulasi kebijakan  
Maslaah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh 
para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk 
kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah 
tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy 
alternatives/policy options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan 
masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan 
yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-
masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan 
masalah terbaik. 
c. Tahap adopsi kebijakan  
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para 
perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan 
tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas. legislatif, konsensus 
antara direktur lembaga atau putusan peradilan.  




kebijakan Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan 
elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan 
oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat 
bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit 
administrasikan yang memobilisasikan sumber daya finansial dan 
manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling 
bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para 
pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain munkin akan 
ditentang oleh para pelaksana.  
e. Tahap evaluasi kebijakan 
 Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau 
dievaluasi, unuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk 
meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang 
dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau 
kriteria-kriteria yamh menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan 
publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang 
diinginkan atau belum. 
2.2  Implementasi kebijakan   
Implementasi Kebijakan Menurut pendapat Gaffar (2009:295), 
implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. 
Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan 
tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka 




membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Implementasi kebijakan menurut 
Dwijowjito (2004:158), pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat 
mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang.  
Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan 
langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-
program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan 
tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah 
adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering 
diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Edward III dalam Winarno (2002:126) 
mengatakan bahwa faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan 
adalah:  
1. Komunikasi Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi 
kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Faktor 
pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. 
Seorang pejabat yang mengimlementasikan keputusan harus menyadari 
bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk 
pelaksanaanya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung 
implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk 
pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana 
kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang 
mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika 
implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-




2.  Sumber-sumber Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi 
kebijakan meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik 
untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas 
yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik. 
3.  Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku. 
Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-
konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para 
pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal 
ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan 
kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan 
awal 
4. Struktur birokrasi Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling 
sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu 
struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta.  
Menurut Sunggono (1994:149), implementasi kebijakan mempunyai 
beberapa faktor penghambat, yaitu sebagai berikut: 
a. Isi kebijakan Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih 
samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup 
terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program 
kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.  
b. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan 
yang akan dilaksanakan.  
c. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasiakan dapat juga 




Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu 
kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang 
menyangkut sumber dayasumber daya pembantu, misalnya yang 
menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia. 
d.  Informasi Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para 
pemegang peran yang langsung mempunyai informasi yang perlu atau 
sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. 
Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan 
komunikasi.  
e. Dukungan Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila 
pada pengimlementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan 
kebijakan tersebut.  
f. Pembagian Potensi Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya 
implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian 
potensi di antara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam 
hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi 
pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-
masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang 
disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya 
pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. 
1.2.1 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan 
 
Suatu implementasi kebijakan akan menghasilkan keberhasilan 
yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dan kelompok yang menjadi 
sasaran kebijakan tersebut. Arif Rohman
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faktor yang dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam 
inplementasi kebijakan yaitu: 
a. Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat 
oleh para pengambil keputusan, menyangkut kalimatnya jelas 
atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau 
tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit 
dilaksanakan atau tidak. 
b. Faktor yang terletak pada personil pelaksana, yakni yang 
menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, 
komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-
kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku 
pelaksana kebijakan. Termasuk dalam personil pelaksana 
adalah latar belakang budaya, bahasa, serta ideologi kepartaian 
masing- masing.semua itu akan sangat mempengaruhi cara 
kerja mereka secara kolektif dalam menjalankan misi 
implementasi kebijakan. 
Faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yakni menyangkut 
jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran, model 
distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, 
aturan main 
2.3.Kebijakan Pengelolaan 
 Sampah Dalam melakukan pengelolaan sampah harus berdasarkan dasar 




yang menjadi dasar hukum pengelolaan sampah di Indonesia adalah sebagaimana 
di bahwa ini :  
a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 
b.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang 
Pedomanan Pengelolaan Sampah 3. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 
Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. 
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Dalam Undang-undang Nomor 
18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sampah yang dikelola 
berdasarkan Undang-undang ini terdiri atas: 
a. Sampah rumah tangga; 
b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan  
c. Sampah spesifik.  Sampah rumah tangga itu berasal dari kegiatan 
sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja. Sampah sejenis 
sampah rumah tangga itu berasal dari kawasan komersial, kawasan 
industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/ atau 
fasilitas lainnya. Sampah spesifik itu meliputi :  
1. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; 
2.  Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; 










Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang 
pengelolaan sampah   terdapat 3 indikator yaitu ; pengurangan sampah, penangan 
sampah dan sumber biaya. 
2.4.1 Pasal 14 
1. pengurangan sampah bagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a meliputi 
kegiatan: 
a. pembatasan timbulan sampah. 
b. Pendaurulangan sampah dan/ atau  
c. Pemanafaatan kembali sampah  
2. Pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat 1 sebagai berikut: 
a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka 
waktu tertentu. 
b. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan  
c. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan  
d. Memfasilitasi kegiatan mengunakan ulang dan mendaur ulang dan  
e. Memfasilitasi pemasaran produk- produk daur ulang. 
3. Pelaksanaan dalam melaksanakan kegaitan sebagaimana dimaksud pada 
ayat 1 dengan menggunakan bahan produksi yang menimpulkan sesedikit 
mungki, dapat diguna-ulang dapat di daur ulang, dan atau/ mudah di urai 








Penangan sampah(pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, 
dan pemrosesan akhir) 
Penangan sampah sebagaiman dimaksud dalam pasal 12 huruf b meliputi : 
a. Pemilahan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah 
sesuai dengan jenis, jumlah dan/ atau sifat sampah.  
b. Pengumpulan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan 
sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau 
tempat pengolahan sampah.  
c. pengangkutan sampah, dalam bentuk membawa sampah dari sumber 
dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat 
pengolahan sampah terpadu menuju ke te,pat pemrosesan akhir.  
d. Pengolahan sampah dalam bentukmengubah karakteristik, komposisi dan 
jumlah sampah dan atau  
e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/ atau 
residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.  
 
2.4.3 Pasal 33  
1. pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran dalam APBD 
untuk pelaksanaan pengolahan sampahsesuai dengan jenis, jumlah dan 
atau sifat sampah. 
2. pembiayaan peneyelengaraan pengolhan sampah  meliputi pembiayaan 
untuk membangun, memperluas serta meningktkan pelayanan 




3. Sumber dana untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 
berasal dari  
a. Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah. 
b. Dinas BUMD  
c. Koperasi 
d. Badan usaha swasta  
e. Retribusi sampah, dana masyrakat, dan/ atau  
f. Sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undang. 
4. Pembiayaan kegiatan pengolahan sampah yang dilaksanakan 
masyakarakat menjadi tanggung jawab masyakarakat. 
5. Pemerintahan daerah dapat memberikan bantuan kepada masyarakat 
untuk kegiatan pengolahan sampah yang dikelola di tingkat Rw sesuai 
dengan kebutuhan dan kempuan keuangan daerah serta penetuan 
peraturan yang berlaku.  
Adapun startegi yang dilakukan oleh Badan Perancanaan Pembangunan Daerah 
Untuk mmengatasi Masalah Persampahan Di Kota Pekanbaru Yaitu Terapat Pada 
Stategi Sanitasi Kota (SSK) yaitu : 
a. Strategi 1: Meningkatkan koordinasi dan kerjasama pemerintah pusat 
dengan pemerintah Kota 
Adanya peluang bantuan yang cukup besar dari pusat melalui dana APBN 
untuk persampahan sehingga pemerintah Kota perlu melakukan penguatan 
koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat agar dana/anggaran 





b. Strategi 2: 
Mengembangkan skema investasi di bidang persampahan untuk menarik  
lebih banyak  pihak swasta 
Investasi di bidang pengelolaan persampahan seperti teknologi tepat guna 
perlu diterapkan di Kota Pekanbaru dalam rangka pengurangan persampahan  
untuk meningkatkan pelibatan masyarkat dalam rangka pengurangan sampah. 
c. Strategi 3:  Meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, 
informasi dan edukasi 
kelompok-kelompok masyarakat  yang aktif pada kegiatan 3 R (Reuse, 
Reduce, Recyle)   di Kota Pekanbaru diperlukan penguatan untuk 
meningkatkan pelibatan masyarakat dalam rangka pengolahan Sampah. 
2.5.   Pengelolaan Sampah 
Konsep Sampah Menerut defenisi World Health Organization (WHO) 
sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau 
sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan 
sendirinya  (Chandra, 2006). Undang-undang pengelolaan Sampah Nomor 18 
Tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia 
dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.  (Manik, 2003) mendefenisikan 
sampah sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan 
harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Dari barasan ini jelas 
bahwa sampah adalah hasil kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak 





a. Adanya sesuatu benda atau bahan padat, 
b. Adanya hubungan langsung/tidak langsung dengan kegiatan manusia, 
c. Benda atau bahan tersebut tidak dipakai lagi   
1. Sumber-sumber sampah 
a.  Sampah yang berasal dari pemukiman (domestic wastes) sampah ini 
terdiri dari bahan-bahan padat sebagai hasil kegiatan rumah tangga 
yang sudah dipakai dan dibuang,  seperti sisa-sisa makanan baik yang 
sudah dimasak atau belum, bekas pembungkus baik kertas, plastik, 
daun dan sebagainya, pakaian-pakaian bekas, bahan-bahan bacaan, 
perabotan rumah tangga, daun-daunan dari kebun atau tanaman. 
b.  Sampah yang berasal dari tempat-tempat umum seperti pasar, tempat-
tempat hiburan, terminal bus, stasiun kereta api dan sebagainya. 
c.  Sampah yang berasal dari dari perkantoran baik dari perkantoran 
pendidikan, perdagangan, departemen, perusahaan dan sebagainya.  
d. Sampah yang berasal dari jalanan raya sampah ini berasal dari 
pembersihan jalan yang umumnya terdiri dari : kertaskertas, kardus-
kardus, debu, batuan-batuan dan sebagainya. 
e.  Sampah yang berasal dari industri (industri wastes) sampah ini 
berasal dari kawasan industri, termasuk sampah yang berasal dari 
pembangunan industri, dan segala sampah yang berassal dari proses 







2.  Jenis Sampah  
a. Sampah berdasarkan zat kimia yang terkandung didalamnya  
1. Sampah anorganik Sampah anorganik adalah sampah yang umumnya 
tidak dapat membusuk, misalnya : logas/besi, pecahan gelas dan 
sebagainya.  
2. Sampah organik Sampah organik adalah sampah yang ada pada 
umumnya dapat membusuk, misalnya : sisa-sisa makanan, daun-daunan 
dan sebagainya.  
b. Sampah berdasarkan dapat dan tidaknya terbakar  
1. Sampah yang mudah terbakar, misalnya : kertas, karet, kayu dan 
sebagainya.  
 2. Sampah yang tidak dapat terbakar, misalnya : kaleng bekas, besi/logam 














2.6 Penelitian Terdahulu  
Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar 
untuk mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka pemikiran penelitian. 
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2.7 Kebersihan Dalam Pandangan Islam 
Dalam Alquran banyak dijelasaskan ayat-ayat mengenai kebersihan  
diantaranya:  








Artinya  : Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang 
lembut. Sesungguhnya, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui 
batas. 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, setelah 
(diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan 
penuh harap. Sesungguhnya Rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang 
berbuat kebaikan .(57) Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa 
kabar gembira, mendahului kedatangan kedatangan rahmat-Nya (hujan), 
sehingga apabila angin membawa awan mendung, Kami halau ke suatu 
daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian 
Kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti 
itulah Kami membangkitkan orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu 
mengambil pelajaran. 
 
b. Qs. Maryam Ayat 13  
 
ا ۙ ْن لَُّدنَّا َوَزٰكوًة َۗوَكاَن َتِقّيً َحَناًنا مِّ  وَّ
Artinya : dan (Kami jadikan) rasa kasih sayang (kepada sesama) dari 




2.8 Definisi Konsep  
 Berdasarkan uraian konsep diatas dapat dirumuskan defenisi konsep karya 
ilmiah ini adalah sebagai berikut: 
a. Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian program, aktivitas, 
aksi, keputusan, sikap, untuk  bertindak maupun tidak bertindak  yang 
dilakukan  oleh para pihak  (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk  
penyelesaian masalah  yang dihadapi. (Iskandar, 2012) 
b. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. 
Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan 
dirumuskan dengan tujuan yang jelas.  
c. Pengelolaan sampah  
 Sampah Menerut defenisi World Health Organization (WHO) sampah 
adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau 
sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak 
































Implementasi Peraturan Daerah Kota 
Pekanbaru Nomor  08 Tahun 2014 
Tentang Pengolahan Sampah  
 
Masalah Persampahan Di Kota Pekanbaru  
1. keterbatasan sarana TPS 
2. Sampah organik dan non-organik 
masih dibuang dalam satu tempat 
3. Kurangny kesadaran masyrakat 
untuk membuang sampah pada 
tempatnya  
Peraturan Daerah Kota 
Pekanbaru 08 Tahun 2014 
Tentang Pengolahan 
Sampah 
1. Pengurangan  
2. Penanganan  




Daerah Kota Pekanbaru 
Nomor 08 Tahun 2014 
Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Kota Terbersih, 








Refrensi Indikator Sub. Imdikator 
Analisi Strategi Badan 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Serta dinas 
Lingkungan Hidup Dan 
Kebersihan Dalam Mengatasi 
Masalah Sanitasi 




a. Pembatasan Timbunan Sampah  
b. Bank Sampah  





b. Keterlibatan masyarakat 
c. SDM 
d. TPA 
e. Proses pengangkutan sampah  
3. Sumber biaya a. pemerintah dan Non pemerintah 
b. Retribusi  
 







3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi Penelitian Dilaksanakan Di Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Waktu 
penelitian dilakukan sejak bulan  Januari 2021 sampai 23 Maret 2021.  
3.2 Jenis Penelitian  
Adapun jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif dengan 
Metode Deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dengan cara 
mendeskripsikan secara langsung fenomena yang terjadi pada objek penelitian. 
perbandingan atau hubungan antara variabel satu dengan lainnya. 
3.3 Sumber Data 
Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi : 
a. Data Primer, Menurut (Istijanto, 2005)data primer merupakan data yang 
langsung diperoleh oleh sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek 
penelitian yaitu observasi berupa pendapat informan tentang masalah 
Sanitasi di Kota Pekanbaru serta hasil wawancara dengan informan 
penelitian untuk memperjelas hasil observasi tersebut.  
b. Data Sekunder, umumnya berupa bukti, catatan atas laporan historis  yang 
telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak 







1. Riset kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan mempelajari buku - buku referensi, laporan - laporan, jurnal 
- jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.  
2. Dokumentasi adalah catatan sanitasi yang telah berlalu, bisa 
berbentuk tulisan ataupun gambar yang di gunakan di badan 
perencanaan pembangunan daerah kota pekanbaru. 
3. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 Tentang 
Pengolahan Sampah  
3.4 Informan Penelitian 
Penetuan subjek dilakukan berdasarkan metode purposive smpling 
yaitu peneliti menentukan sendiri sampel/ informasi berdasrakan krikteria 
tertentu yang telah peneliti tetapka. Untuk teknik yang peneliti gunakan dalam 
pengambilan sample, peneliti menggunakan teknik key informan. Adapun yang 
peneliti tetapkan sebagai key informan adalah subject ataupun individu serta 
lembaga yang peneliti anggap mampu mengetahui permasalahan ini. 
 
Krikteria Informan dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru yang 
mempunyai pengetahuan dalam kerjasama pengolahan sampah  
2. Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan yang mempunyai 
informasi tentang sanitasi persampahan sekaligus yg menjalankan 
pembangunan sanitasi  










Sumber Data Olahan 2021 
Tabel3.2  
 Informan Lainnya 
Sumber Data olahan 2021 
3.5  Metode Pengumpulan Data  
Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya maka dalam 
mengumpulkan data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik 
pengumpulan data menurut (Sugiyono, 2014) sebagai berikut : 
a. Observasi   
No Nama Jabatan 
1 Dody Rinaldy S.T Sekbid Infrastruktur dan Kewilayahan 
2 Abror S.E Kepala Bidang pengolahan Sampah 
3 Syahdi Chandra S.E, M.Si Kepala Seksi Sarana dan Prasarana 
4 Novran Pegawai Dinas lingkungan Hidup 
5 Syamsurizal Supir pengangkut Sampah 
No Nama Jabatan 
1 Rudi Mandor 
3 Dhani Santoso Masyarakat 
4 Jhony Masyarakat 
5 Evi Masyarakat 






Yaitu sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi 
tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang 
diinginkan. 
b. Wawancara 
Yaitu teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang 
diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data 
mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai yang 
mengetahui pasti tentang starategi dan masalah Sanitasi di Kota 
Pekanbaru  
c. Dokumentasi 
yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis melalui 
bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang 
menjadi objek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, 
gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen 
elektronik. (Moleong, 2005) 
3.6 Analisis Data  
Analisis data merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data 
kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan 
data yang telah didapatkan (Sugiyono, 2014) Adapun tahapan-tahapan yang 
dilakukan untuk menganalisis data menurut Miles and Huberman dalam 
(Sugiyono, 2014) yaitu : 
a. Reduksi data 
Mereduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok 






proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abtaksi dan pentransformasi 
data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data yang sudah direduksi dapat 
membantu peneliti dalam pengumpulan data yang tepat dan akurat. 
b. Penyajian data, 
Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 
deskriptif. Dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari lapangan 
yang dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa adanya 
rekayasa dan penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian. Hal tersebut 
dilakukan bertujuan agar penyajian data yang telah direduksi sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti telah berusaha 
menyajikan data yang tepat dan akurat sesuai dengan permasalahan dan 
keadaan yang terdapat pada objek penelitian. 
c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 
Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian 
diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan 
permasalahan pada penelitian. Maka barulah didapatkan kesimpulan yang 
sempurna yang sesuai dengan jenis dan permasalahan penelitian. Dari 
beberapa data yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan kerangka 
pemikiran dan teori yang telah didapat agar kesimpulan akhir sesuai dengan 
tujuan penelitian dan tidak melenceng dari permasalahan. 
 








     BAB IV 
 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
4.1 Profil Kota Pekanbaru 
Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu 
dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang 
menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun 
Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Perkembangan Senapelan 
sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil 
Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung 
Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya 
sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan 
namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh 
putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul 
Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru 
sekarang. 
Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan 
yang kemudian lebih popular disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 
Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan 
Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya 
yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Selanjutnya 
perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami 







i. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal  
19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut  
distrik ;  
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh  
seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru;  
Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer  
Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO;  
3. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103,  
Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B;  
UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten  
Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil;  
4. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai  
Kota Kecil;  
5.  UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja;  
6. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru  
menjadi Ibukota Propinsi Riau;  
7. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru;  
8. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya  
berubah menjadi Kota Pekanbaru. 
4.1.1 Admisnistrasi Pemerintahan Kota Pekanbaru  
Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km yang 
kemudian bertambah menjadi 62.96 km dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan 
Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah  






446.50 km . Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan 
meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya 
meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan 
fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya.   
4.1.2 Visi Kota Pekanbaru   
Pernyataan visi yang dirumuskan oleh aparat penyelenggara pemerintahan  
Kota Pekanbaru menuju tahun 2021, yaitu “Terwujudnya Kota Pekanbaru  sebagai 
Pusat dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat 
yang Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Kota Pekanbaru memiliki slogan 
yaitu “KOTAKU, KOTAMU DAN KOTA KITA BERTUAH”, dan motto 
“BERSIH, TERTIB, USAHA BERSAMA, AMAN dan HARMONIS”. 
Tabel 4.1    
Nama Kelurahan Dirinci Menurut Status Dan Kecamatan 
KECAMATAN KELURAHAN STATUS 
KECAMATAN 










Kelurahan Labuh Baru Timur 
Tampan 
Air Hitam 
Labuh Baru Barat Bandar 
Raya Sungai Sibam Tirta 
Siak 
Kelurahan 


















Tenayan Raya Kulim 
Tangkerang 
Timur Rejosari 
Bencah Lesung Sialang 
Rampai Pebatuan 
Mentangor Pematang 
Kapau Sialang Sakti Tuah 
Negeri Melebung Industri 







































































































4.2 Penduduk  
Masalah penduduk di Kota Pekanbaru sama halnya dengan daerah lain di 
Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk 
yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi 
pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, 
perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang, serta 
pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus 
ditingkatkan. Jumlah penduduk Kota Pekanbaru berdasarkan hasil sesnsus 
penduduk tahun 2017 sebanyak 1.091.088 jiwa dan tahun 2018 sebanyak 
1.117.359 jiwa. Penduduk Kota Pekanbaru mengalami pertambahan sebanyak 
26.271 jiwa (2.35%).  Apabila dilihat dari Kecamatan, daerah dengan jumlah 
penduduk terbesar ada di Kecamatan Tampan yakni 307.947 jiwa sedangkan 
daerah dengan jumlah penduduk terkecil ada di Kecamatan Sail dengan jumlah 
penduduk 21.492 jiwa. 
4.3 Wilayah Geografis  
4.3.1 Letak dan Luas  
Kota Pekanbaru terletak antara 101 14 Bujur Timur dan 0 25 -0 45  Lintang 
Utara. Dengan ketinggian dari permukaan luas berkisar 5-50 meter. Permukaan 
wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5-11 
meter berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 
September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km menjadi ± 
446,50 Km , terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil 






wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km Dengan meningkatnya kegiatan 
pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang 
yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat 
terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. 
Untuk lebih tepatnya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup 
luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 
Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan baru dengan Perda Kota 
Pekanaru Nomor 4 Tahun 2016  menjadi 83 Kelurahan.  
4.3.2 Batas  
Kota Pekanbaru Berbatasan dengan  daerah Kabupaten/Kota:  
a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar  
b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan  
c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan  
d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar 
4.3.3 Sungai  
Kota Pekanaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. 
Memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, 
Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. 
Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat 
pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.  
4.3.4 Iklim  
Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis  minimum 20,40 C dan suhu 







4.3.5 Jarak Ibukota 
Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau yang mempunyai jarak lurus 
dengan kota-kota lain sebagai berikut: 
Sumber: Kota Pekanbaru dalam Angka 2021 
4.4 Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru 
4.4.1 Visi dan Misi   
Visi dan Misi Bappeda Kota Pekanbaru Mengacu pada visi Kota Pekanbaru, 
dengan dilatarbelakangi oleh tugas dan fungsi BAPPEDA sebagai unit perencana 
di daerah, maka dirumuskan visi BAPPEDA Kota Pekanbaru untuk mewujudkan 
kondisi dan kompetensi Bappeda Kota Pekanbaru yang lebih baik di masa yang 
akan datang. Selanjutnya dituangkan dalam Renstra-OPD. Adapun visi 
BAPPEDA Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 adalah “Mewujudkan perencanaan 
pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis menuju Pekanbaru smartcity 
No Kota Kabupaten/Kota Jarak 
1 Pekanbaru Taluk Kuantan 118 Km 
2 Pekanbaru Rengat 159 Km 
3 Pekanbaru Tembilahan 213.5 Km 
4 Pekanbaru Pangkalan Kerinci 33.5 Km 
5 Pekanbaru Siak 74.5 Km 
6 Pekanbaru Bangkinang 51 Km 
7 Pekanbaru Pasir Pengaraian 132.5 Km 
8 Pekanbaru Bengkalis 128 Km 
9 Pekanbaru Bagan Siapi-Api 192,5 Km 
10 Pekanbaru Dumai 125 Km 






yang madani”.73 Dari Tugas dan fungsi serta visi, maka misi Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru adalah:  
1. Menyusun perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.  
2. Peningkatan pengendalian dan evaluasi kinerja rencana pembangunan daerah 
sebagai data pendukung untuk proses perencanaan berikutnya dan atau untuk 
perumusan kebijakan pembangunan. 
 3. Meningkatkan kompetensi ASN perencana serta kapasitas kelembagaan. 
 
 4.4.2 Uraian tugas dan Tanggung Jawab  
Penjabaran tugas pokok dan fungsi Bappeda ditetapkan dengan Peraturan 
Walikota Pekanbaru Nomor 185 Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut : 
a. Kepala Badan 
1. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam 
melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan tugas 
pembantuan lainnya. 
2. Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 
a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan petunjuk 
pimpinan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas. 
b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, monitoring, 
evaluasi, pengendalian dan pelaporan pembangunan daerah. 







d. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah; 
e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 
kelancaran tugas kedinasan. 
b. Sekretariat 
1. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan 
dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
a. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 
b. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD); 
c. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah 
pada BAPPEDA; 
d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, 
hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah; 
e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; 
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan 






g. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas 
capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja 
pengadaan barang/jasa milik negara; dan 
c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah 
1. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 
mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam 
melaksanakan urusan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah. 
2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan 
pembangunan daerah; 
b. Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan; 
c. Melakukan pengumpulan dan analisasi data dan informasi 
pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah; 
d. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di 
daerah; 
e. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, 
evaluasi dan informasi pembangunan daerah; 
f. Mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan 






g. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan 
daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil 
rencana pembangunan daeerah.  
h. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak 
lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan 
kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah; 
i. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan 
pembangunan daerah; 
j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan 
pembangunan daerah; 
k. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan 
program dan kegiatan pembangunan daerah; dan 
l. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program 
pembangunan daerah. 
m. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 
kelancaran tugas kedinasan. 
d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 
1. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas 
2. membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan urusan 
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. 
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 
a. Mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 






b. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan 
Rencana Kerja Perangkat Daerah; 
c. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD); 
d. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait 
RPJPD, RPJMD dan RKPD; 
e. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait 
APBD; 
f. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah 
kabupaten/kota; 
g. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar 
daerah; 
h. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat 
daerah kabupaten/kota; 
i. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui 
rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat; 
j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 
evaluasi; dan 
k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 
kelancaran tugas kedinasan. 
e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan 
Kewilayahan 
1. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan 






dalam melaksanakan urusan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, 
Infrastruktur dan Kewilayahan. 
2. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan 
Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 
a. Mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 
daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD); 
b. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan 
Rencana Kerja Perangkat Daerah; 
c. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD); 
d. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait 
RPJPD, RPJMD dan RKPD; 
e. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait 
APBD; 
f. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah 
kabupaten/kota; 
g. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan 
Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota; 
h. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas 
nasional; 







j. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat 
daerah kabupaten/kota. 
k. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui 
rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat; 
l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 
evaluasi; dan 
 
4.3 Struktur Organisasi Bappeda Kota Pekanbaru 
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4.5 Struktur Pengolaan Sampah DLHK 
Berdasarkan peraturan walikota pekanbaru nomor 103 tahun 2016 yan di 
keluarkan tanggal 30 september 2016 struktur dinas lingkungan hidup dan 
kebersihan kota pekanbaru memiliki empat bidang yaitu:  
1. Bidang Tata Lingkungan  
- Seksi investariasi dan perencanaan lingkungan  
- Seksi kajian dan evaluasi dampak lingkungan  
- Seksi konvervasi, perubahan iklim dan kerusakan lingkungan hidup  
2. Bidang Pengolaan Sampah  
- Seksi pengurangan dan pemanfaat sampah  
- Seksi penangan dan pemrosesan akhir sampah  
- Seksi sarana dan prasarana  
3. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dan Pengelolaan Limbah 
Bahan Berbahaya Dan Beracun  
- seksi pemantauan lingkungan  
- Seksi pengendalian pencemaran lingkungan  
-Seksi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun da limbah bahan 
berbahaya. 
4. Bidang Pemanfaatn Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup  
- seksi penengakan hukum lingkungan Seksi penigkatan kapasitas, 
informasi, dan komunikasi lingkungan  






KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan  
Dari hasil penelitian dan pembahasan Mengenai Implentasi Peraturan Daerah 
Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengolahan) dapat diambil 
kesimpulan bahwa dalam melaksanakan pengolahan sampah yang dilaksanakan 
oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan belum bisa dikatakan baik, karena 
dalam tahap pengurangan sampah ini, masih terjadinya pembauran sampah antara 
sampah yang bisa diolah, sampah yang bisa didaur ulang maupun sampah yang 
gak bisa diolah dan didaur ulang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara 
Fajar, sehingga belum maksimal dalam pendaur ulangan sampah dan pemanfaatan 
kembali sampah.  
Dilihat dari segi penanganan sampah masih dikategorikan belum baik, karena 
masih belum tersedianya tempat khusus oleh Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru untuk sampah basah dan sampah kering di 
masyarakat, dilihat juga dari sarana dan prasana yang masih kurang. Seperti 
kurangnya jumlah mobil yang beroperasi untuk pengangkutan sampah dan 
kurangnya jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang disediakan oleh 
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) kotapekanbaru. Dilhat dari 
pembiayaan sanitasi persampahan bahwa biaya persampahan bersumber dari 
pemerintah maupun non pemerintah.  
Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengolahan sampah yaitu 
belum adanya pemenang lelang proyek persampahan oleh pihak ketiga sehingga 




kurangnya kesadaran masyarakat untuk pembuangan smapah dan masih 
kurangnya sarana prasarana dalam pengangkutan sampah serta perlu adanya 
perluasan lahan untuk tempat pembuangan akhir(TPA) .  
 
6.2 Saran  
a. Pemerintahan Kota harus secepatnya mengadakan lelang proyek persampahan 
agar pihak ketiga (swasta) bisa membantu masalah persampahan di kota 
pekanbaru.  
b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru harus 
menyediakan tempat khusus untuk sampah basah dan sampah kering di 
lingkungan masyarakat sehingga tidak terjadinya pembauran sampah yang 
menyebabkan bau busuk. Dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 
(DLHK) Kota Pekanabru juga harus menambah jumlah armada agar 
pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru  bisa berjalan secara baik. 
c. Sosialisasi maupun penyuluhan kepada masyarakat harus lebih sering 
dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat 
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Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor  08 Tahun 2014 
Tentang Pengolahan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan 
Kebersihan (DLHK 
Nama  :Nurmeilina Hasibuan 
Nim  :11775200312 
Jurusan  :Ilmu Administrasi Negara  
Menyangkut tentang keadaan lingkungan tentang masalah sanitasi persampahan, 
visi misi perencanaan Strategi Sanitasi Kota(SSK), dan langkah langkah Bappeda 
dalam mengatasi masalah persampahan di Kota Pekanbaru. 
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 
1. Bagaiamana keadaan lingkungan persampahan di kota pekanbaru? 
2. Apa saja langkah-langkah /strategi dalam mengatasi masalah sanitasi 
persampahan tersebut ? 
3. Apakah ada kebijakan yang di buat dalam melaksanakan pembangunan  
persampahan di kota pekanbaru? 
4. Dari mana anggaran sanitasi persampahan? 
5. Apa saja kendala yang di rasakan dari pihak BAPPEDA dalam 
melaksanakan pokja dengan OPD lain. 
 
b. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan(DLHK) 




1.  Pada kebijakan perda 08 tahun 2014 tentang pengolahan sampah 
bagaimana  cara pengurangan sampah ?  
2. Apa saja yang dilakukan untuk penimbunan sampah? 
3. Apa manfaat dari bank sampah? 
4. Berapa bank sampah yang ada di pekanbaru? 
5. Bagaimana cara agar sampah bisa dimanfaatkan kembali? 
6. Berapa rumah kompos yang ada di pekanbaru? 
7. Apa saja kendala dalam pengurangan sampah di pekanbaru? 
- Strategi Penangan Sampah  
1. Bagaimana  tahap  dalam penanganan sampah di kota pekanbaru? 
2. Bagaimana koordinasi antara pihak Bappeda dan DLHK dalam 
mengatasi masalah sanitasi persamapahn di kota pekanbaru? 
3. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam penangan sampah ? 
4. Siapa saja pihak yang terlibat dalam penangan sampah di kota 
pekanbaru? 
5. Bagaimana alur tahap pemrosesan akhir sampah ? 
6. Bagaiman system yang diterapakan dalam proses pengangkutan 
sampah? 
7. Apa saja kendala dalam pengurangan sampah di pekanbaru? 
- Sumber Biaya  
1. Darimana sumber biaya dalam pengolahan sampah di pekanbaru ? 
2. Apakah retribusi yang diterapakn sesuai dengan yang dijalankan? 
3. Apakah masyarakat membayar retribusi sesuai dengan peraturan 




4. Apakah ada perbedaan tariff antara masyarakat? 
5. Apakah ada kendala dari segi anggaran dalam pengolahan sampah 
dipekanbaru? 
c. Masyarakat  
1. Apakah masyarakat membayar sampah setiap bulan nya ? 
2. Apakah masyarakat merasa keberatan akan tariff pengangkutan 
smapah 
3. Apa pemerintah sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan 
tupoksi nya ? 
4. Apakah pernah masyarakat mendapatkan denda karena membuang 
sampah sembarangan? 
5. Apakah masyarakat sudah mematuhi peraturan tentang pengolahan 
sampah? 
6. Apakah kendala yang dirasakan masyarakat dalam pengolahan 
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